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ABSTRACT

THE IMPACT OF GOVERNMENT’S INTERNAL AUDITOR
CHARACTERISTICS ON THE IMPLEMENTATION GOVERNMENT
PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEM

By
Muhamad Akbar Sholeh

This study aimed to determine the impact of the government’s internal
auditor characteristics on the implementation government performance
accountability system. Some expected factors which influence the performance of
the government’s internal auditor become independent variables in this research,
that is the government’s internal auditor capability level, number of the
government’s internal auditor and direct expenditure of the government’s internal
auditor.

The population used in this study are the government’s internal auditor
ministries/ agencies and local governments in Indonesia. Samples were taken
using purposive sampling method. Sample members in this sampling techniques
are specifically selected based on specific criteria for research purposes. The
criteria used in determining the sample is the government’s internal auditor on
local government in Lampung Province which has done implementation
government performance accountability system evaluation by the Ministry of
PAN-RB.

The study concluded that the government’s internal auditor capability
level and number of the government’s internal auditor have a major impact on the
implementation government performance accountability system while direct
expenditure of the government’s internal auditor has no significant impact on the
implementation government performance accountability system.

Based on the results of the research, we can give suggestions as follows:
(1) local government should pay more attention on the quality of the
government’s internal auditor. Improving the quality of the government’s internal
auditor can be done by improving the quality and quantity of the government’s
internal auditor human resources and enhancing the government’s internal auditor
capability, expertise and authority. Through this, performance and service as
agent of change on its organization which expected from the government’s
internal auditor can be realized, (2) inspektorat, as institution which supervised
government’s internal, should pay more attention on assignment of its employees
in functional position. The intention of this suggestion is that Government’s
Internal Auditor as performance advisor and auditor have adequate quality
standard, (3) BPKP as the authorized institution in the assesstment process of the
government’s internal auditor capability level should improve the assesstment
process either for institution quality or quantity assestment.

Keywords: SAKIP, APIP, Capability Level, Direct Expenditures



ABSTRAK

PENGARUH KARAKTERISTIK APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH (APIP) TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Oleh

Muhamad Akbar Sholeh

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Beberapa faktor yang
diduga sangat mempengaruhi kinerja APIP menjadi variabel bebas pada
penelitian ini yaitu tingkat kapabilitas APIP, jumlah APIP dan belanja langsung APIP.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah APIP kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah se-Indonesia. Penarikan sampel menggunakan
metode purposive sampling, yaitu teknik sampling yang anggota sampelnya
dipilih secara khusus berdasarkan kriteria tertentu untuk tujuan penelitian. Kriteria
yang digunakan dalam penentuan sampel adalah APIP pada pemerintah daerah di
Provinsi Lampung yang telah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP oleh
Kementerian PAN-RB.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kapabilitas APIP dan
jumlah APIP berpengaruh terhadap implementasi SAKIP sedangkan belanja
langsung APIP tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAKIP.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan saran-saran sebagai
berikut: (1) pemerintah daerah harus lebih memperhatikan kualitas APIP.
Peningkatan kualitas APIP dapat diberikan dengan peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM APIP serta peningkatan kapabilitas, kemampuan dan kewenangan
APIP. Dengan hal tersebut peran dan layanan yang diharapkan dari APIP sebagai
agen perubahan bagi organisasinya dapat terwujud, (2) inspektorat selaku lembaga
yang menaungi APIP, hendaknya lebih memperhatikan pengangkatan pegawainya
ke dalam jabatan fungsional. Hal ini dimaksudkan agar APIP selaku pembina dan
pengawas Kkinerja pemerintah memiliki standar kualitas profesi yang memadai, (3)
BPKP selaku lembaga yang berwenang dalam proses assestment tingkat
kapabilitas APIP hendaknya memperbaiki proses assestment tersebut baik itu dari
kualitas ataupun dari kuantitas lembaga yang di assestment.

Kata kunci: SAKIP, APIP, Tingkat Kapabilitas, Belanja Langsung.



BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Langkah Menteri Pendayagunaan A paratur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN
RB) periode 2014 sd 2016 Y uddy Chrisnandi mengumumkan kepada publik hasil
evaluas implementas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2015 pada akhir bulan
desember 2015, menarik perhatian khalayak. Hal ini dikarenakan banyaknya
pertanyaan dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang
mempertanyakan hasil evaluas yang diperolehnya (www.antaranews.com). Ada
yang berpandangan penilain kinerja yang dilakukan Kementrian PAN-RBtidak
memiliki dasar, tidak berwenang dan tendensius karena menyangkut resuffle
kabinet (www.tempo.com). Ada juga yang berpendapat indikator atau metode
penilaiannya perlu ditelaah lebih lanjut, namun tidak sedikit pula yang
mendukung karena menjadi saranatransparansi dan akuntabilitas lembaga

penyel enggara negara (Www.kompas.com).

Dalam rapor akuntabilitas yang diumumkan oleh Kementerian PAN dan RB, nilai
rata-rata hasil evaluas implementasi SAKIP untuk kementerian/ lembaga pada
tahun 2015 sebesar 65,82. Sedangkan nilai rata-rata hasil evaluasi implementas
SAKIP untuk pemerintah provinsi sebesar 60.47. Nilai >60 — 70 memperoleh
kategori B, yang berarti Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem
yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Tetapi terdapat 16 kementerian/ lembaga dan 13 Provinsi yang memperoleh



kategori CC, 3 Provins memperoleh kategori C dan 1 Provinsi memperoleh
kategori D (www.menpan.go.id). Kategori CC, C bahkan D tersebut tentu kurang
menggembirakan bagi instansi pemerintah yang mendapatkannya. Hal ini
menggambarkan perlu adanya perbaikan mendasar bagi instansi pemerintah
tersebut. Rincian hasil evalus implementasi SAKIP bagi kementerian/ lembaga

dan pemerintah provins tahun 2015 dapat dilihat padalampiran penelitian ini.

Rapor akuntabilitas bagi instansi pemerintah di Provinsi Lampung juga kurang
menggembirakan. Seluruh instansi pemerintah daerah di Provinsi Lampung sama
seperti tahun sebelumnya, tidak ada yang memperoleh kategori baik (B, BB dan
A). Hanyaada 4 instans pemerintah daerah yang memperoleh kategori CC
(cukup). Sedangkan 11 instansi pemerintah daerah lainnya memperoleh kategori
C (kurang). Bahkan ada satu instansi pemerintah yang mengalami penurunan dari
kategori CC (cukup) menjadi C (kurang). Berikut hasil evaluasi implementasi

SAKIP 15 pemerintah daerah di Provinsi Lampung tahun 2014 dan 2015.

Tabel 1.1 Nilai Hasil Evaluas Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah

Di Provins Lampung

_ 2014 2015
No Instansi
Nilai Kategori Nilai Kategori
1 | Provins Lampung 50,27 CC 51,13 CcC
2 | KotaBandar Lampung 48,99 C 44,77 C
3 | KotaMetro 54,13 CC 50,2 CcC
4 | Kab Lampung Selatan 46,79 C 35,38 C
5 | Kab Pesawaran 41,34 C 38,87 C
6 | Kab Pringsewu 38,91 C 31,31 C
7 | Kab Tanggamus 33,7 C 50,87 CcC
8 | Kab Lampung Tengah 43,3 C 45,5 C




9 | Kab Lampung Timur 34,98 C 44,37 C
10 | Kab Tulang Bawang 51,66 CC 47,35 C
11 | Kab TubaBarat 33,32 C 36,33 C
12 | Kab Mesuji 39,09 C 40,2 C
13 | Kab Lampung Utara 41,9 C 30,02 C
14 | Kab Way Kanan 41,41 C 38,88 C
15 | Kab Lampung Barat 45,56 C 50,68 cC

Sumber: Data Kementrian PAN-RBDiolah

Kondis diatas mematik kembali keingintahuan masyarakat akan pengukuran
kinerja. Masalah pengukuran kinerja pada sektor publik sendiri sudah menjadi isu
hangat sgjak tahun 1970-an dengan maraknya penerapan konsep New Public
Management (NPM) di dunia barat. Pengukuran kinerja sektor publik memang
tidak seperti sektor bisnis/ privat yang pengukuran kinerjanyajelas dan pasti yaitu
utamanya profit, disektor publik jauh lebih komplek. Jones dan Pendlebury (2010)
menjelaskan bahwa terdapat enam tantangan utama dalam pengukuran kinerja
pada pemerintahan, yaitu: pengukuran biaya, keandalan pengukuran output,
hubungan sebab akibat antarainput dan output, lingkup pengukuran output,

komprehensivitas dalam pelaporan pengukuran dan kontrol terhadap kinerja.

Kebijakan akuntabilitas di Indonesiadimulai sejak dikeluarkannya TAP MPR RI
Nomor X1/ MPR/ 1998 dan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyel enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dalam undang-
undang tersebut disebutkan salah satu azas penyel enggaraan kepemerintahan yang
baik adalah azas akuntabilitas yang diartikan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara. Dalam tatanan



praktis, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah diharapkan menjadi wujud nyata penerapan akuntabilitas di
Indonesia. Inpres ini mendefinisikan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban

secara periodik.

Salah satu kabupaten di Indonesia yang berhasil mengimplementasikan SAKIP
nya adalah Kabupaten Banyuwangi. Sistem kerja pemerintah yang terukur
menjadi kunci keberhasilannya. Dalam sistem kerja yang terukur ini, tidak ada
istilah one man show, semua merupakan hasil kerjatim. Artinya ada transformasi
dan bukan soal sistem yang bersifat administratif sgja, namun mengukur kinerja
serta mengukur hasil program pembangunan. Dengan implementasi SAKIP yang
baik ini Kabupaten Banyuwangi berhasil melakukan penghematan Rp 213 miliar
atau 13 persen dari total belanjalangsung, dengan tetap berorientasi hasil dan 100
persen program tetap berjalan. Inilah yang membuat Kementerian PAN-RB
menobatkan Bupati Abdullah Azwar Anas sebagal pemerintah kabupaten dengan
nilai evaluasi implementasi SAKIP kabupaten terbaik tahun 2016

(www.antargjatim.com).

Untuk mengetahui sgjauh manainstansi pemerintah mengimplementasikan
SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerjainstans
pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluas

akuntabilitas kinerja yang dilakukan, menghasilkan nilai akuntabilitas kinerja



tiap-tiap instansi pemerintah, yang tertuang dalam laporan hasil evaluasi. Nilai
tersebut menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja di masing-masing instansi,
yaitu mencerminkan sgfauh mana kemampuan Instansi tersebut dapat
mempertanggungjawabkan hasil (result/outcome) yang diperoleh atas penggunaan
uang negara. Dengan adanya nilai akuntabilitas kinerjaini diharapkan dapat
mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten
meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil)
instansinya sesuai yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPIMN) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD). Nilai akuntabilitas kinerja masing-masing kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah itu diharapkan bisa memicu perbaikan dan

peningkatkan kinerjainstansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015, yang merupakan
perubahan dari Peraturan Menteri PAN-RBNomor 20 Tahun 2013 tentang
Evaluas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa evaluas
yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RBadalah evaluasi atas implementasi
sistem akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah. SAKIP sebenarnya merupakan
adopsi dari penerapan manajemen kinerja (perfor mance management) yang
biasanya diterapkan di sektor swasta, tetapi karena objeknya adalah instansi
pemerintah maka dimodifikas menjadi SAKIP. Namun pada akhirnya, tujuannya
sama yaitu bagaimana agar Instansi bisa meningkatkan performadan lebih

berorientas hasil (result-oriented).



Sesual dengan Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rl Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku auditor internal
pemerintah memiliki tugas melakukan pembinaan SAKIP kementerian, lembaga,
dan pemerintah daerah. Sgjalan dengan reformasi birokrasi yang bergulir saat ini,
perkembangan jasa yang diharapkan dapat diberikan oleh APIP sebagai auditor
internal pemerintah mengalami peningkatan yang luar biasa. Peran sebagai watch
dog yang selamaini menjadi ciri khas unit pengawasan internal telah mengalami
pergeseran dan perluasan menjadi konsultan dan katalis bagi organisasi sektor
publik. The Institute Of Internal Auditors (11A) sebagai institusi profesi auditor
internal telah menetapkan standar profesional pelaksanaan audit internal. Dalam
standar tersebut dinyatakan bahwa aktivitas audit internal dirancang untuk

memberikan nilai tambah dan peningkatan operasi organisasi.

Auditor interna diminta membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan
menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, inspektorat provins adalah aparat pengawasan
intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan
inspektorat kabupaten/ kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang
bertanggung jawab langsung kepada bupati/ walikota. Pasal 49 Ayat 2 dari

peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa, inspektorat daerah melakukan



pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyel enggaraan tugas dan
fungs satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan anggaran pendapatan

dan belanja daerah.

Hubungan antarainterna auditor dan kinerja pemerintah telah dikembangkan oleh
beberapa penelitian sebelumnya. Bastian (2007) menyatakan peran APIP selaku
auditor internal adalah untuk memastikan bahwa sistem akuntabilitas kinerja dan
akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan laporan keuangan
daerah disgjikan dengan wajar, diluar tugas-tugas awa APIP sebelumnya sebagai
aparat pengawas. Aikins (2011) menyatakan bahwa kecukupan pengendalian
internal dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Aikins (2011) mengungkapkan bahwa
interna auditor pemerintah daerah memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap kinerja keuangan melalui peningkatan pengendalian internal atas
proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sementaraitu, Bourdeaux dan
Grace (2008) mengungkapkan bahwadibalik kinerja pemerintah daerah
dipengaruhi oleh pengawasan baik oleh badan legidatif maupun badan eksekutif
daerah. Arifianti et. al. (2013) memperkuat bukti penelitian sebelumnya bahwa
pengawasan baik oleh masyarakat dan BPK berpengaruh terhadap kinga

penyel enggaraan pemerintah daerah.

Dari uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk
mencari bukti empirik sgjauh mana pengaruh karakteristik APIP yaitu tingkat
kapabilitas APIP, jumlah APIP dan anggaran belanja langsung APIP terhadap

implementass  SAKIP. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis



melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Implementas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (SAKIP)”. Studi kasus pada

pemerintah daerah se-Provinsi Lampung tahun 2014, 2015 dan 2016.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis

mencoba menyimpulkan rumusan masalah yang dapat mengarahkan penyelesaian

penelitian ini, yaitu:

1 Apakah tingkat kapabilitas APIP berpengaruh terhadap implementasi sistem
akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah.

2 Apakah jumlah APIP berpengaruh terhadap implementasi sistem
akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah.

3 Apakah anggaran belanja langsung APIP berpengaruh terhadap implementasi

sistem akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah.

1.3. Tujuan Pendlitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian tentang pengaruh
karakteristik APIP terhadap implementass SAKIP. Oleh karena itu tujuan
penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap hal-hal
tersebut di atas, antaralain:

1. Memberikan bukti empiris bahwa tingkat kapabilitas APIP berpengaruh

positif terhadap implementasi SAKIP.



2. Memberikan bukti empiris bahwa jumlah APIP berpengaruh positif terhadap
implementasi SAKIP.

3. Memberikan bukti empiris bahwa anggaran belanja langsung APIP
berpengaruh positif terhadap implementasi SAKIP.

4. Memberikan bukti empiris bahwa tingkat kapabilitas APIP, jumlah APIP dan
anggaran belanja langsung APIP bersama sama berpengaruh terhadap

implementasi SAKIP.

1.4. Kegunaan Pendlitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat antara lain:

1 Bagi Pendliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan
wawasan kepada peneliti mengenai pengaruh karakteristik APIP terhadap
implementasi SAKIP.

2 Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pemerintah
daerah akan pentingnya APIP terhadap implementasi SAKIP. Sehingga
perhatian dan dukungan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah
terhadap kinerja APIP dapat terus ditingkatkan.

3 Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi APIP untuk terus
meningkatkan kinerjanya. Tanggung jawab yang begitu besar yaitu membina
dan mengawas implementasi SAKIP di instans pemerintah khususnya

pemerintah daerah semakin disadari oleh APIP.
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4 Bagi Pendliti Yang Akan Datang
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti
dalam pengembangan ilmu akutansi khususnya akutansi sektor publik dan

dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan penelitian lainnya.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Kontigens

Teori atau model kontigens sering disebut teori situasional karenateori ini
mengemukakan kepemimpinan yang tergantung kepada situasi (Fiedler, 1967).
Pendekatan kontigensi pada akuntans didasarkan pada premis bahwatidak ada
sistem akuntansi yang secara universal selalu tepat untuk bisa diterapkan pada
seluruh organisasi dalam setiap keadaan, karena pasti ada faktor-faktor situasional
yang mempengaruhi didalam organisasi. Teori kontigensi dapat digunakan untuk
menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan
informasi yang dapat digunakan organisasi untuk berbagai macam tujuan (Otley,
1980). Kerangkateori kontingensi menurut Otley (1980) adalah faktor kontigensi,

sistem pengendalian manajemem, variable intervening dan efektifitas organisasi.

Penelitian yang menggunakan pendekatan kontigensi dilakukan dengan tujuan
mengidentifikasi berbagai variabel kontigensi yang mempengaruhi perancangan.
Daam pemerintah daerah pendekatan teori kontigensi merupakan sebuah aplikasi
konsep yang menyatakan bahwa tidak ada suatu sistem kontrol terbaik yang dapat
diterapkan untuk semuainstansi pemerintah. Karakter setiap aparat daerah yang
sangat dipengaruhi lingkungannya masing-masing, akan menjadi pengaruh utama
untuk merubah suatu keadaan atau kondisi dalam penyaluran seluruh potensi
untuk memaksimalkan kinerja yang merekalakukan. Penerapan sistem yang tepat

harus memandang adanya keterlibatan variabel konstektual yang ada dalam



instansi tersebut. Lawrence dan lorsch (1967) mengatakan bahwa
organisas dan lingkungan bagaikan dua sisi mata uang yang saling berhubungan
dan tak dapat dipisahkan. K etidakpastian dan perubahan lingkungan akan sangat

mempengaruhi perkembangan pada struktur internal organisasi (Otley, 1980).

2.1.2 Teori Agensi

Suatu organisas pastinya ingin mencapai suatu tata kelola perusahaan
(corporate governance) yang baik. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan
bahwa hubungan agensi merupakan sebuah kontrak yang muncul ketika satu
orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan
suatu jasa sekaligus memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent
tersebut. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Di dalam pemerintah daerah, teori ini dapat digambarkan seperti kepala daerah
sebagal agent dan rakyat sebagai principal. Hubungan pendel egasian wewenang
dalam pemerintah daerah yang dapat terwujud seperti antara masyarakat/
principal dengan pemerintah daerah/ agent, legislatif/ principal dengan
pemerintah daerah/ agent, dan juga antara masyarakat/ principal dengan legidatif/

agent (Arifianti et. al., 2013).



2.1.3. Aparat Pengawasan I ntern Pemerintah

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah auditor internal pada
instans pemerintah. Pengertian dari auditor internal menurut Rahayu dan
Suhayati (2009) adalah:

“Pegawai dari suatu organisasi/ perusahaan yang bekerjadi organisas
tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan
yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi
untuk mengetahui kepatuhan para pel aksana operasional organisasi terhadap
kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan”.

Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal dalam Standar Profesi Audit
Internal (SPAI 2004) menyatakan bahwa:

“Audit internal merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang
independent dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah
dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu
organisas untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang
sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance”.

Hery (2010) mengatakan bahwa fungsi dari auditor internal yaitu:

“Auditor internal memiliki fungsi untuk memeriksa dan menilai baik
buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya,
memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pel aksana terhadap
kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan, memeriksa sampal
sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggungjawabkan dan dijaga dari
berbagai macam bentuk kerugian, memeriksa kecermatan pembukuan dan
data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan, menilai prestasi kerjapara
pejabat/ pel aksana dalam menyel esaikan tanggung jawab yang telah
ditugaskan”

Sebagai auditor internal pemerintah, APIP yang pada awalnya hanya berperan
sebagai pengawas terhadap kepatuhan penyelenggara pemerintah kini diharapkan

dapat memberi manfaat berupa nasihat dalam pengel olaan sumber daya organisasi

sehingga dapat membantu pimpinan dalam mengambil kebijakan. Selain itu APIP



saat ini diharapkan juga berperan sebagai katalis yang berkaitan dengan jaminan
kualitas (quality assurance). Pemberian jasa jaminan kualitas bertujuan untuk
meyakinkan bahwa aktivitas pemerintah yang dijalankan telah menghasilkan
keluaran (output) yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Dalam
memainkan peranannya sebagai katalis, APIP berperan sebagai fasilitator dan
agen perubahan. Dampak dari peran ini bersifat jangka panjang karena fokus
katalis adalah nilai jangka panjang dari penyelenggaraan pemerintah, terutama
berkaitan dengan tujuan dan sasaran pemerintah yang harus memenuhi kepuasan

konsumennya dalam hal ini kepuasan masyarakat tentunya.

2.1.3.1. Tingkat Kapabilitas APIP

Sesual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah salah satu unsur yang diperlukan untuk
mendapatkan sistem pengendalian internal yang baik adalah penguatan peran
APIP. Dalam kerangka Internal Audit Capability Model (IACM) yang
dikembangkan oleh The Institute Of Internal Auditor (11A) tahun 2009, tingkatan
peran APIP tergambar dalam tingkat kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP adalah
kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga
unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi sumber
daya manusia yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara
efektif. Lembaga yang melakukan assestment kapablitas APIP terhadap
inspektorat kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah adalah Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan RI selaku pembina APIP di Indonesia.



Assessment (evaluasi) tata kelola APIP dilakukan dengan menggunakan sarana
(tools) berupa formulir isian yang telah disusun sedemikian rupa untuk dijawab
oleh APIP (dengan memilih satu jawaban: ya, sebagian atau tidak). Setiap APIP
hanya menjawab satu formulir isian yang menggambarkan pendapat unit kerja
APIP tersebut secara keseluruhan. Formulir isian ini dapat diakses melaui

aplikasi tersendiri yang dikembangkan oleh BPKP.

Daam Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 16 Tahun 2015 ada limatingkatan
tingkat kapabilitas APIP yaitu l.initial, 2. infrastructure, 3. interated, 4. managed
dan 5. optimazing. Tingkatan tersebut menunjukkan bahwa jika skor tingkat
kapabilitas yang dimiliki inspektorat tersebut semakin mendekati tingkat 5, maka

kapabilitas inspektorat tersebut semakin baik. Secararingkas 5 tingkatan tersebut

menggambarkan kualitas APIP sebagai berikut :

Tabel 2.1 Matriks Model Kapabilitas APIP

) ) Akuntabilitas
Ting | Peran dan Praktik dan Budaya dan Struktur Tata
Layanan |Pengelolaan SDM ) M anai emen Hubungan Keola
kat APIP Profesional ajer Organisas
Kinerja
Pimpinan APIP | Praktik profesional
berperan aktif dikembangkan Hub
5_ APIPdiakui | dalam organisas secara Laporan b” .”;I‘ga” Independensi,
- . ) erjalan
ont sebagai profesi berkelanjutan efektifitas efekiif don kemampuan, dan
p. agen APIP kepada terus. kewenangan
mazing| perubahan _ APIP memiliki public menerus penuh APIP
Proyeks tgnaga Perencanaan
tim kerja Strategis
APIP
- Pengawasan
berkontribusi Idependens
Jamielnan h terhat(;jap Pimpinan terhadap Kegiatan
4 menyeuru pengembangan Strategi audit | Penggabungan | APIP mampu APIP
Mana daskelola, mang emen memanfaatkan | ukuran kinerja | memberikan
y T;”Z’) e'g;? APIP mendukung | Mandjemen risiko| kudlitatif dan | saran dan Laporan
g penger;dali a | Organisas profes organisasi kuantitatif mempengaruh Pimpinan
norganissd | | menaemen APIP kepada
ten ag’:g(r:narl](mj a pimpinan tertinggi
organisas




; Pengawasan
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KLayar;?n_ dan *;U?“tas kerangka Pengukuran | Koordines Mangjemen
onsultasi Kompetensinya erja manajemen ] dengan pihak terhadzpplrsgl atan
lain yang
Pegawai yang memebrikan
. e P .
3 berkualifikasi qmcanaah Informasi saran dan Mekanisme
Inte . professional audit berbasis biaya penjaminan Pendanaan
od Audit resiko
gaed | inerjal
program Komponen
evaluas Pelaporan .
N ; manajemen
Koordinas Tim manajemen .
Tim yang
APIP .
integral
K ka keri A Akses penuh
erangka kerja nggaran . .
Peng‘?”_‘ba.”g.a” praktik profesional| Operasional terha;japll nformes
profesi individu : . organisasi, aset, dan
dan profesinya | kegiatan APIP
2_ SDM
Infra Audit Perencanaan
Struc | Ketaatan pengawasan
Identifikasi dan berdasarkan Hubungan
ture L Perencanaan Pengelolaan
rekrutmen SDM prlqutas kegiatan APIP organisasi pelaporan telah
yang kompeten manajemen/ APIP terbangun
pemangku
kepentingan
Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung pada keshlian orang pada posisi
1- tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosias profesional,
. pendanaan disetujui oleh managemen sesuai yang diperlukan, tidak adanya infrastuktur, auditor diperlakukan
Initial sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karenaitu tidak
memiliki area process kunci yang spesifik

Sumber : Peraturan Kepala BPKP Rl Nomor: Per—1633/K/JF/2011 Tahun 2011

2.1.3.2. Jumlah APIP

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 1 ayat 46, Aparat

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah inspektorat jenderal kementerian,

unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan

inspektorat kabupaten/ kota. Selanjutnya dalam pasal 216 ayat 2 dikatakan, APIP

adal ah inspektorat daerah, yang mempunyai tugas membantu kepal a daerah

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dari ketentuan

perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa APIP di pemerintah daerah

adalah Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota.




Jumlah dalam pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
berarti banyaknya atau tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi
satu. Semakin banyak APIP maka semakin beragam pemikiran yang membuat
aktivitas pengawasan kinerja pemerintah daerah semakin baik. Jumlah APIP
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pejabat fungsional pengawas
yang terdapat pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pejabat
fungsional pengawas Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota terdiri dari
Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah

(P2UPD).

2.1.3.3. Anggaran Belanja Langsung APIP

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengel olaan

K euangan Daerah menyebutkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
peraturan daerah. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan

pembiayaan daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dikatakan belanja
daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pel aksanaan pemerintahan daerah
yang menjadi kewenangan provins dan kabupaten/ kota yang terdiri atas urusan
wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bagian
tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah
daerah atau antar pemeritah daerah. Menurut kelompoknya belanja dibagi dalam

duajenis, yaitu belanjalangsung dan belanjatidak langsung.



Belanjalangsung adalah belanja yang terkait langsung dengan produktivitas
kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi (Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006). Belanja langsung terdiri dari honorarium
pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja tidak langsung
merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secaralangsung dengan

pel aksanaan program dan kegiatan. Belanjatidak langsung terdiri dari belanja
pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
keuangan dan belanjatidak diduga. Besaran anggaran belanjalangsung APIP
dalam penelitian ini diambil dari persentase anggaran belanjalangsung
inspektorat terhadap total belanjalangsung APBD Provins atau Kabupaten/ Kota

pada tahun yang bersesuaian.

2.1.4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran
dan pelaporan kinerja padainstansi pemerintah dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerjainstansi pemerintah (Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014). Akuntabilitas merupakan
dorongan psikologi bagi seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan
keputusan yang diambil kepada lingkungannnya Tetclock (1987), Libby dan Luft
(1993) menyatakan bahwa seseorang dengan akuntabilitas tinggi maka akan
memiliki motivasi yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Cloyd (1997)

menambahkan bahwa seseorang yang mempunyai akuntabilitas tinggi akan



mencurahkan pemikiran yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang
akuntabilitasnya rendah. Tan dan Alison (1999) juga menambahkan bahwa
seseorang yang akuntabilitasnyatinggi yakin bahwa pekerjaan mereka akan

dinilai oleh pihak lain yang kompeten dibanding yang akuntabilitasnya rendah.

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pel aksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam stretegic
planning suatu organisasi (Mahsun dkk., 2006). Kinerja adalah keluaran/ hasil
dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014). Pengukuran kinerja adalah suatu
metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian

pel aksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi. Namun karena sifat
dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta,

penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan.

Dalam pedoman penyusunan penetapan kinerja daerah, instansi pemerintah adalah
sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi kementrian
koordinator/ kementrian negara/ departemen/ lembaga pemerintah non
departemen, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten,
lembaga-|lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan
menggunakan APBN dan atau APBD serta badan usaha milik negara, badan

hukum milik negara, dan badan usaha milik daerah. Menurut Undang-Undang



Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintahan daerah
merupakan penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi sel uas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah di indonesiaterdiri dari
pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang
terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu
oleh perangkat daerah. Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri yang
terdapat pada pemerintah itu sendiri yang dapat membedakan antar pemerintah

daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui sgjauh manainstansi pemerintah
mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya
peningkatan kinerjainstansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluas
implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instans
pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan
implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya
sesuai yang diamanahkan dalam RPIMN/ RPIMD. Untuk melaksanakan evaluasi
implementasi SAKIP tersebut maka Kementerian PAN dan RB menerbitkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No
12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluas Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut merupakan
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Cakupan atau ruang lingkup

implementasi SAKIP yang dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015
adal ah penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian
kinerja dan sistem pengukuran kinerja; penilaian terhadap penyajian dan
pengungkapan informasi kinerja; evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan

evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Evaluas atas akuntabilitas kinerjainstansi harus menyimpulkan hasil penilaian
atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan
Kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerjadan capaian
Kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada. Setiap

komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :

Tabel 2.2 Bobot Penilaian Komponen Evaluas | mplementasi SAKIP

No | Komponen Bobot Sub Komponen
1 | Perencanaan | 30% a. Rencana Strategis/ Renstra (10%), melipuiti:
Kinerja - Pemenuhan Renstra (2%)

- Kualitas Renstra (5%)
- Implementasi Renstra (3%)

b. Rencana Kinerja Tahunan/ RKT (20%),
meliputi:
- Pemenuhan RKT (4%)
- Kuditas RKT (10%)
- Implementasi RKT (6%).

2 | Pengukuran | 25% a. Pemenuhan Pengukuran (5%)
Kinerja b. Kualitas Pengukuran (12,5%)
c. Implementasi pengukuran (7,5%)

3 | Pelaporan 15% a. Pemenuhan pel aporan (3%)
Kinerja b. Kualitas pelaporan (7,5%)
c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

4 | Evauas 10% a. Pemenuhan evauas (2%)
Internal b. Kualitas evaluasi (5%)
c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)




5 | Capaian 20% a. Kinerjayang dilaporkan (output) (5%)
Kinerja b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
c. Kinerjatahun berjalan (benchmark) (5%)

Sumber: Peraturan Menteri PAN dan RB No 12 Tahun 2015

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015
dilaksanakan melalui tahapan survei pendahuluan dan evaluasi atas implementasi
SAKIP. Survei pendahuluan dilaksanakan untuk memahami dan mendapatkan
gambaran umum mengenal kegiatan/ unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan
evaluas implementasi terdiri atas evaluasi penerapan komponen manaemen
kinerjayang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,

evaluas internal, dan capaian kinerja.

Setel ah mel aksanakan tahapan-tahapan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP
maka akan dihasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi
(LHE). LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta
serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE. LHE disusun berdasarkan
prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan

mana emen kinerjainstansi pemerintah yang dievaluasi. Permasal ahan atau
temuan sementara hasil evaluas (tentative finding) dan saran perbaikannya harus
diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi pemerintah
yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
Penyimpulan atas hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerjainstans dilakukan
dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai

hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk



menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya,

dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 2.3 Kategori Nilai dan Interpretas Evaluasi Implementasi SAKIP

No | Kategori | Nilai Angka Interpretasi
1 AA >90-100 | Sangat Memuaskan,
2 A >80-90 | Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja

tinggi, dan sangat akuntabel

3 BB >70-80 | Sangat Baik, Akuntabel, berkinerjabaik,
memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

4 B >60- 70 | Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,
memiliki sistem yang dapat digunakan untuk
manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

5 CcC >50-60 | Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya
cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang
dapat digunakan untuk memproduksi informasi
kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu
banyak perbaikan tidak mendasar.

6 C >30-50 | Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat
diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen
kinerjatapi perlu banyak perbaikan minor dan
perbaikan yang mendasar.

7 D 0-30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat
diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja;
Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan
yang sangat mendasar

Sumber: Peraturan Menteri PAN dan RB No 12 Tahun 2015

2.2. Pendlitian Terdahulu
Literatur penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat

dalam Tabel 2.4.



Tabd 2.4 Review Pendlitian Terdahulu

Peneliti | Tahun Judul Variabel Hasll
Penelitian
Widya 2012 Pengaruh Variabel bebas Ukuran Pemerintah
Astuti Karakteris- | Ukuran Pemerintah | Daerah, Tingkat
Mustikari tik Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah
ni dan Pemerintah | Kekayaan Daerah, | dan Tingkat
Debby Daerah dan | Tingkat K etergantungan pada
Fitriasari Temuan K etergantungan Pemerintah Pusat
Audit BPK | PadaPusat, Belanja | berpengaruh positif
terhadap Daerah dan terhadap Skor
Kinerja Temuan Audit Kinerja Pemerintah
Pemerintah | BPK. Sedangkan Daerah Kabupaten/
Daerah variabel terikat Kota, Sedangkan
Kabupaten/ | Skor Kinerja Belanja Daerah dan
Kotadi Pemerintah Daerah | Temuan Audit
Indonesia Kabupaten/ Kota Berpengaruh negatif
Nur Aini | 2015 Pengaruh Variabel bebas Ukuran (size)
Kusuma- Karakteris- | Ukuran (size) Internal Auditor dan
ningrum tik Internal Auditor, Jenjang Internal
dan Inspektorat | Jenjang Internal Auditor berpengaruh
Sutaryo Daerah dan | Auditor, dan positif pada Kinerja
Kinerja Kapasitas Internal | Penyelenggaraan
Penyelengga | Auditor. Pemerintah Daerah.
-raan Sedangkan variabel | Sedangkan Kapasitas
Pemerintah | terikat Kinerja Internal Auditor
Daerah Penyel enggaraan tidak berpengaruh
Pemerintah Daerah
Ary 2016 Pengawasan | Variabel bebas Level kapabilitas
Suharyanto Internal dan | Level Kapabilitas | APIP dan Latar
dan Sutaryd Akuntabili- | APIP, Jumlah Pendidikan Auditor
tasKinerja | Auditor APIP, APIP berpengaruh
Pemerintah | Jenjang Pendidikan | pada Akuntabilitas
Daerah di Auditor APIPdan | Kinerja Pemerintah
Indonesia Latar Pendidikan Daerah.Sedangkan
Auditor APIP. Jumlah Auditor
Sedangkan variabel | APIP dan Jenjang
terikat Pendidikan Auditor
Akuntabilitas APIP tidak
Kinerja Pemerintah | berpengaruh

Daerah

Sumber : Olah Data Penulis, 2017




2.3. Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan pada rumusan, tujuan penelitian dan kgjian teori yang relevan dengan
kerangka konseptual termasuk hasil penelitian sebelumnya, maka dikembangkan

hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut :

2.3.1. Pengaruh Tingkat Kapabilitas APIP Terhadap Implementasi SAKIP
Audit internal menurut Institute of Internal auditor (11A) yang dikutip oleh
Boynton (2001) adalah aktifitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi
yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kinerja
organisasi. Menurut Peraturan Kepala BPKP RI Nomor: Per-1633/ K/ Jf/ 2011
Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah, APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas

mel aksanakan pengawasan intern (internal audit) di lingkungan pemerintah pusat
dan/ atau pemerintah daerah. Pengawasan intern membantu untuk meningkatkan
kontrol dengan menemukan penyimpangan dari standar yang diterima dan
praktek ilegal, ketidakefisienan, ketidakteraturan dan ketidakefektifan dalam
mengambil tindakan perbaikan serta menemukan pelanggar akuntabilitas dan
mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian lebih lanjut (Mikesell,
2007). Kontrol sistem memainkan peran penting dalam meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja pemerintahan (Szymanski, 2007;
Baltaci & Yilmaz, 2006). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
pengawasan interna yang dilakukan oleh APIP memiliki pengaruh penting pada

akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja pemerintahan.



Sesuai dengan Perka BPKP diatas, model kapabilitas pengawasan intern atau
Internal Audit Capability Model (IA-CM) merupakan suatu kerangka kerja
yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk
pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Model kapabilitas pengawasan
intern merupakan suatu kerangka kerja untuk mengidentifikasi kecukupan akan
hal-hal yang dibutuhkan dalam pengawasan intern yang efektif oleh inspektorat
di sektor publik. Mode kapabilitas pengawasan intern dalam pendlitian ini
berupatingkatan nilai 1 (satu) sd 5 (lima). Semakin tinggi nilai yang dicapai
oleh Inspektorat akan menunjukkan kemampuan yang semakin tinggi pula dalam
aktivitas pengawasan dan pembinaan sektor publik yang berpengaruh terhadap

kinerja pemerintah daerah.

Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2007, inspektorat daerah bertugas
melakukan pengawasan terhadap pel aksanaan urusan pemerintahan di daerah.
Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah yang lebih baik. Dengan demikian, jika peran dan fungs
inspektorat dapat dipenuhi dengan baik maka kinerja pemerintah daerah juga
menjadi baik. Hal ini juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 yang juga memberikan kewenangan |ebih kepada APIP untuk berperan
dalam pencapai an kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian Aikins (2011)
menunj ukkan bahwa kinerja auditor internal berpengaruh terhadap kinerja
pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
peningkatan pengendalian internal dan efisiensi. Menurut Suharyanto dan

Sutaryo (2016) tingkat kapabilitas APIP berpengaruh positif pada akuntabilitas



Kinerja pemerintah daerah. Dari uraian diatas hipotesis yang digjukan peneliti
adalah :
Hi : Tingkat Kapabilitas APIP ber pengaruh positif terhadap I mplementasi

Sistem AkuntabilitasKinerjaInstansi Pemerintah

2.3.2. Pengaruh Jumlah APIP Terhadap | mplementasi SAKIP

Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah, perwujudan peran APIP yang efektif
sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan

ef ektivitas mang emen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instans
Pemerintah; serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Asare (2008) mengatakan bahwa APIP berkontribus terhadap pengelolaan
manajemen risiko sektor publik dengan menilai dan memantau risiko organisas,
memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko, mengevaluasi biaya
organisasi dalam pencapaian tujuan strategis dan operasiona. APIP memberikan
jaminan independent dan obyektif bahwa risiko sedang dikurangi ke tingkat yang
dapat diterima (Griffiths, 2006). Corain et. al. (2007) mengatakan bahwa APIP
memberikan nilai tambah dalam proses kinerja pemerintahan dengan memberikan
saran terkait penghematan biaya dan peningkatan kinerja keuangan. Gansberghe

(2005) mengatakan ada kebutuhan dari administrator publik untuk menggunakan



peran APIP dalam memberikan nilai tambah dan berkontribusi terhadap

efektivitas untuk membantu memperkuat manajemen kinerja keuangan publik.

Jumlah dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
banyaknya, yang menunjukkan besar satuan suatu benda. Semakin banyak jumlah
APIP maka semakin banyak dan beragam pemikiran serta aktivitas pembinaan
dan pengawasan APIP. Selain itu, semakin banyak jumlah auditor internal, maka
akan semakin banyak pulakomposisi tim dan penugasan yang bisa dilaksanakan.
Penelitian yang dilakukan oleh Aikins (2011), menunjukkan pengawasan auditor
internal meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan. Francis dan Y u (2009) serta
Choi et al. (2010) membuktikan bahwa ukuran auditor merupakan faktor yang
mempengaruhi kualitas audit. Arena dan Azone (2009) mengatakan bahwa
efektifitas audit internal meningkat ketika rasio jumlah auditor internal
meningkat. Penelitian Kusumaningrum dan Sutaryo (2015) mengatakan bahwa
ukuran atau jumlah interna auditor berpengaruh positif terhadap kinerja
penyel enggaraan pemerintah daerah. Dari uraian diatas hipotesis yang digukan
peneliti adalah :

H2 : Jumlah APIP berpengaruh positif terhadap Implementasi Sistem

AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah

2.3.3. Pengaruh Belanja Langsung APIP Terhadap | mplementas SAKIP
Daam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan belanja
langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pel aksanaan program dan kegiatan . Mahmudi (2007) mengatakan belanja

langsung sangat mempengaruhi kualitas ouput kegiatan. Semakin tinggi alokasi



belanjalangsung pada APBD semakin tinggi pula kinerja penyelenggaran
pemerintah daerah. Anggarini dan Puranto (2010) mengatakan semakin banyak
volume kegiatan maka akan semakin meningkat belanjanya. Semakin besar
anggaran belanja langsung APIP maka akan semakin banyak kegiatan
pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Hal ini tentu berpengaruh positif
terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Aikins (2011)
mengatakan frekuensi audit yang lebih tinggi menghasilkan pengendalian
internal yang lebih efektif menyebabkan kinerja yang keuangan yang lebih tinggi.
The COSO (1994) mengatakan pengendalian internal memiliki tiga tujuan yaitu:
efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan informasi keuangan dan kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi
keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan,
belanja dan aktivitas (Mardiasmo, 2002). Chow et al. (1988) mengatakan
anggaran merupakan alat yang dapat dipaka untuk memotivas kinerjapara
anggota organisasi. Menurut Mahsun et al. (2006) anggaran merupakan
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi
dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Setiawan (2011)
mengatakan semakin besar anggaran belanja maka akan semakin banyak
infrastruktur yang terbangun yang artinya kinerja pelayanan kepada masyarakat
akan semakin bagus, pertumbuhan semakin meningkat dan kesejahteraan
masyarakat juga akan meningkat. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Sjoberg

(2003), Purba (2006) dan Rustiono (2008) yang membuktikan bahwa belanja



pemerintah untuk konsumsi dan investasi berpengaruh positif terhadap kinerja
ekonomi makro. Dari uraian diatas hipotesis yang digjukan peneliti adalah :
H3 : Anggaran belanjalangsung API P berpengaruh positif terhadap

Implementas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.4. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel yang
terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran

seperti pada Gambar 2.1.

Variabd Bebas Variabd Terikat

Tingkat Kapabilitas APIP

(X1) +
Implemantasi
Jumlah APIP + Al Sistem Akuntabilitas Kinerja
(X2) Instansi Pemerintah
(Y)
+

Anggaran Belanja Langsung
APIP (X3)

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



BAB I11
METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Pendlitian

Fraenkel (2006) berpendapat populasi adalah kelompok yang menjadi perhatian
peneliti atau kelompok yang berkaitan dengan untuk siapa generalisasi hasil
penelitian itu berlaku. Manase (1986) mengatakan populasi adalah himpunan
semua hal yang ingin diketahui. Sedangkan menurut Sugiyono (2011) populasi
dapat didefinisikan sebagal wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau
subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelgari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah aparat pengawasan intern pemerintah
kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Penarikan sampel menggunakan
metode purposive sampling, yaitu teknik sampling yang anggota sampelnya
dipilih secara khusus berdasarkan kriteria tertentu untuk tujuan penelitian. Kriteria
yang digunakan dalam penentuan sampel adalah APIP pada pemerintah daerah di
Provinsi Lampung yang telah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP oleh
Kementerian PAN dan RB. Oleh karenaitu sampel dari penelitian ini adalah
Inspektorat Provinsi Lampung dan 14 Inspektorat Kabupaten/ Kota se-Provinsi

Lampung Tahun 2014, 2015 dan 2016.

3.2. Jenisdan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari:
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

2. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung



3.

4.

Inspektorat Provinsi Lampung

14 Inspektorat Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung

Data yang digunakan adalah hasil penilaian tahun 2014 - 2016.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan dalam mendapatkan data

yang akan diolah menjadi suatu hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang

digunakan dalam penélitian ini yaitu dengan cara permintaan data.

Data yang dikumpulkan antaralain

1

Nilal hasil evaluas implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung dan
pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung diperoleh dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Tingkat kapabilitas APIP inspektorat provins dan inspektorat kabupaten/
kota se-Provinsi Lampung diperoleh dari hasil assestment Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
Lampung.

Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terdiri dari jabatan
fungsional auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintah daerah
dikumpulkan dari datainspektorat provins inspektorat dan inspektorat
kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung.

Anggaran belanja APIP diambil dari data anggaran belanjalangsung
inspektorat dan belanjalangsung APBD provinsi/ kabupaten/ kota yang
dikumpulkan dari inspektorat provins dan inspektorat kabupaten/ kota se-

Provinsi Lampung.



3.4. Variabe Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.4.1. Variabd Penditian

1

Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh
variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah implementas
SAKIP.

Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi

variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan variable tingkat kapabilitas

APIP, jumlah APIP dan persentase anggaran belanjalangsung APIP.

3.4.2. Definisi Operasional Variabel

1

Implementasi SAKIP

Daam penditian ini implementasi SAKIP digunakan sebagai variabel terikat.
Nila implementasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP
yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB bekerjasama dengan Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan tim evaluas daerah.
Evauas implementas SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras RI Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluas Atas Implementass Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluas atas implementasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas
fakta obyektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan lima

komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,



evauas kinerja dan capaian kinerja. Masing-masing komponen memiliki sub
komponen. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian telah ditentukan
besaran alokasi nilainya dan bagi evaluator telah disediakan sarana (template)
berupa formulir isian yang telah disusun sedemikian rupa untuk diisi oleh
evauator berdasarkan pedoman yang ada. Setelah evaluator mengisi lengkap
semua formulir evaluasi berdasarkan pengecekan, pengamatan dan penilaian
maka aplikas akan secara otomatis menghitung nilai hasil evauas

implementasi SAKIP instansi tersebut.

Tingkat Kapabilitas APIP

Tingkat kapabilitas APIP dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel
bebas. Nilai tingkat kapabilitas APIP diperoleh dari hasil assestment Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI sebagai pembina APIP
terhadap inspektorat kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.
Assessment (evaluasi) tata kelola APIP dalam pel aksanaan tugas pengawasan
intern dilakukan dengan mengacu pada Internal Audit Capability Model
(IA-CM) yang dikembangkan oleh The Insititute of Internal Auditor (I1A)

dengan beberapa penyesuaian sesuai kondisi APIP di Indonesia.

Kegiatan assessment (evaluasi) tata kelola APIP dilakukan dengan
menggunakan sarana (tools) berupa formulir isian yang telah disusun
sedemikian rupa untuk dijawab oleh APIP (dengan memilih satu jawaban:
ya, sebagian atau tidak) dalam rangka pengumpulan informasi dalam
bentuk pernyataan sesuai dengan tujuan tertentu. Setiagp APIP hanya

menjawab satu formulir isian yang menggambarkan pendapat unit kerja



APIP tersebut secara keseluruhan. Formulir isian ini dapat diakses melalui

aplikasi tersendiri yang dikembangkan oleh BPKP RI.

Jumlah APIP

Jumlah APIP dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel bebas. Jumlah
APIP adalah banyaknya peabat fungsional pengawas pada Inspektorat
Daerah. Pgjabat Fungsional Pengawas pada Inspektorat Pemerintah Daerah
terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pegjabat Pengawas Urusan
Pemerintah Daerah (P2UPD). Secara sistematis jumlah APIP dirumuskan
sebagal berikut :

Jumlah APIP = Jumlah JFA + Jumlah P2UPD

Anggaran Belanja Langsung APIP

Anggaran Belanja Langsung APIP dalam penelitian ini digunakan sebagal
variabel bebas. Anggaran Belanja Langsung APIP adalah persentase
perbandingan antara Anggaran Belanja Langsung Inspektorat dan Total
Anggaran Belanja Langsung dalam APBD Pemerintah Daerah. Secara

sistematis anggaran belanjalangsung APIP dirumuskan sebagai berikut :

Belania L APIP = Belanja Langsung Inspektorat 100 %
clanja Langsung ~ Total Belanja Langsung APBD * °




3.5. Metode Analisis

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui kualitas APIP pada inspektorat
provinsi dan kabupaten/ kota serta kualitas implementasi sistem akuntabilitas

kinerjainstansi pemerintah di Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung.

3.5.2. AnalisisRegresi Linier
Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan aat analisis
statistik yaitu analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis)

dengan model persamaan sebagai berikut:

Y=a+B1KA+[B2JA +B3AA+e

Keterangan :
Y = Implementasi SAKIP
a = Konstanta

B1- B3 =Koefisien Regres

KA = Tingkat Kapabilitas APIP

JA = Jumlah APIP

AA = Anggaran Belanja Langsung APIP
e = Error

3.5.3. Uji Asumsi Klask
Pengujian data dilakukan dengan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk
memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid, dengan data yang digunakan

secarateori adalah tidak bias, konsisten dan penaksiran koefisien regresinya



efisien (Ghozali, 2011). Model regres didasarkan pada asumsi bahwatidak ada
data multikolinearitas, autokorelasi, heterokedastisitas dan data residua

berdistribusi.

3.5.3.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi kedua
variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunya distribusi data yang
normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini digunakan
dua cara dalam melakukan uji normalitas, pertama dengan normal probability plot

dan kedua dengan uji statistik non-parametik kolmogrov-Smirnov (K-S).

Normal probability plot adalah metode dengan cara membandingkan distribusi
kumulatif dengan distribusi normal. Jika data residual normal maka plotting data
akan mengikuti pola yang dibentuk oleh distribusi normal berupa garis diagonal.
Uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S) memberikan detail berupa
angka-angka. Uji ini dilakukan dengan membuat hipotesis terlebih dahulu sebagai
berikut :

HO : dataresidual berdistribusi normal

HA : dataresidual tidak berdistribusi normal
Jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikasi > 0,05 maka data
terdistribusi secara normal namun jikanilai signifikasi <0,05 maka data tidak

terdistribusi secara normal.



3.5.3.2. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier
terdapat korelasi antara kesalahan penggunaan periode satu dengan kesalahan
periode t-1 (tahun sebelumnya) (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah
bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini digunakan uji Durbin- Watson (DW
test) untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam model regresi. Berikut
disgikan dalam tabel 3.1 daftar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorel asi

dalam suatu model regresi.

Tabel. 3.1 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis Nol Keputusan Jika
Tidak ada Autokorelasi Positif | Tolak O<d<d
Tidak ada Autokorelasi Positif | No Decision d<d<d,
Tidak ada Autokorelasi Negatif | Tolak 4-d;<d<4
Tidak ada Autokorelasi Negatif | No Decision 4-dysd<4-d;
qua'&g;if“mkore'ag PoSItT | Tidak Ditolak dy<d<4-d,

Keterangan : d, = batas atas dan d; = batas bawah
Sumber : Ghozali (2011)

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguiji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilihat
dari gambar scatterplots yang membentuk pola tertentu, seperti titik-titik yang ada
membentuk polatertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit). Sebaliknya, apabila gambar scatterplots tidak menunjukan ada pola




yang jelas, sertatitik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y,

maka heterokedastisitas tidak terdeteksi.

Selain itu, untuk menguji heterokedastisitas juga dilakukan uji Gleger. Carakerja
uji Gleger adalah dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel
independen (Gujarati dalam Ghozali, 2011). Jika variabel independen signifikan
secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi

heterokedastisitas.

3.5.3.4. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Model regresi
yang baik yaitu tidak model regresi tidak. Untuk mendetsi adatidaknya
multikolinearitas di dalam regresi dapat diamati dari : 1. Tolerance value, 2. Nilai
variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap
variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya.
Apabila suatu model regres memiliki nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan
dengan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, sementara Apabila
suatu model regresi memiliki nila tolerance < 0,10 atau sama dengan dengan nilai

VIF =10 maka terjadi multikolinearitas.

3.5.4. Pengujian Hipotesis
Analisisregresi pada dasarnya adalah studi mengenal ketergantungan variabel
terikat dengan satu atau lebih variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi

dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat



berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2011).
Menurut Ghozali (2011) ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai
aktual dapat diukur dari Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknyaini dapat
diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t.
Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabilanilai uji statistiknya
berada dalam daerah kritis (daerah dimana HO ditolak). Sebaliknya disebut tidak

signifikan bilanilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana HO diterima.

3.5.4.1. Uji f- Statistik

Uji Statistik F (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas
yang dimasukan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau
simultan terhadap variabel terikat. Uji statistik F dilakukan dengan
membandingkan antara F-hitung dengan F- tabel. Jika F hitung > F-tabel (n-k-1)

maka Ho ditolak, berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

3.5.4.2. Uji t- Statistik

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas atau bebas secaraindividual dalam menerangkan variasi variabel terikat.
Pengujian hipotesisini dilakukan dengan menggunakan uji t dengan mengujji
tingkat signifikans pengungkapan nilai SAKIP. Apabilasignifikans > 0,05 (5%)
maka hipotesis ditolak. Hal tersebut berarti variabel bebas secaraindividua tidak
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat namun Apabila

signifikans < 0,05 (5%) maka hipotesistidak ditolak. Hal ini berarti variabel



bebas secaraindividual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel

terikat.

3.5.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R?)

Pengujian ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan
varias variabel terikat. Nilai koefisien determinasi diantara nol dan satu. Nilai
(R?) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan
variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
bebas memberikan hampir semuainformasi yang dibutuhkan untuk memperdiksi

varias terikat (Ghozali, 2011).



BABV
SIMPULAN DAN SARAN

51 Kesmpulan

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data, pembahasan baik secara

statistik maupun komprehensif berdasarkan fakta empiris dan kajian

teori maupun peraturan terkait dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut :

1. Tingkat kapabilitas APIP adalah suatu ukuran tingkat kemampuan untuk
mel aksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari unsur yang saling
terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi sumber daya manusia
yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.
Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kapabilitas
APIP berpengaruh positif terhadap implementasi SAKIP. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kapabilitas APIP yang dimiliki
oleh APIP pemerintah menunjukkan semakin tinggi kinerja pembinaan dan

pengawasan APIP terhadap kinerja pemerintah. Hal ini tentu akan

berdampak pada meningkatnya kinerja pemerintah yang dapat diukur dengan

meningkatnyanilai hasil evaluasi implementasi SAKIP.

2. Jabatan fungsional APIP pada pemerintah daerah di Indonesiaterdiri dari
Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah
Daerah (P2UPD). Jumlah APIP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
gabungan jumlah JFA dan P2UPD. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa
jumlah APIP memiliki pengaruh positif terhadap implementasi SAKIP.

Artinya dengan bertambahnya jumlah APIP maka akan meningkatkan



efektifitas peran APIP dalam pembinaan dan pengawasan kinerja
pemerintah. Hal ini tentu akan berdampak pada meningkatnya kinerja
pemerintah yang dapat diketahui dengan meningkatnya nilai hasil evaluasi
implementasi SAKIP.

Anggaran belanjalangsung APIP adalah anggaran belanja yang terkait
langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan
organisasi APIP. Nilai belanjalangsung APIP dalam pendlitian ini adalah
persentase anggaran belanja langsung inspektorat selaku lembaga yang
menaungi APIP terhadap total anggaran belanjalangsung APBD pemerintah
daerah. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran
belanja langsung APIP tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat pada nilai hasil evaluasi
implementasi SAKIP, dimana pemerintah daerah yaang mengal okasikan
persentase anggaran belanja langsung APIP yang besar ternyata tidak
mendapat hasil evaluasi implementasi SAKIP yang baik. Adanya asimetri
informasi antara pihak agents (pemerintah) yang mempunyai akses langsung
terhadap belanjalangsung dengan pihak principals (masyarakat),
memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korups oleh agents
(pemerintah). Akibat terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agents
(pemerintah) inilah yang mengakibatkan tidak efektifnya penggunaan
anggaran belanjalangsung APIP sehingga peran pembinaan dan
pengawasan kinerja pemerintah menjadi kurang efektif. Ketidakefektifan

peran APIP ini tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja



pemerintah. Hal ini dapat tergambar pada nilai hasil evaluas implementasi

SAKIP.

52 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang pada akhirnya mempengaruhi hasil dari

penelitian ini. Beberapa keterbatasan tersebut antaralain :

1. Penditian ini hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi
Lampung. Sehingga perlu kehati-hatian dalam melakukan generalisasi hasil
penelitian.

2. Proses assestment tingkat kapabilitas APIP oleh BPKP tidak dilakukan
serentak pada semua pemerintah daerah. Hal ini berakibat nilai tingkat
kapabilitas APIP seluruh pemerintah daerah yang menjadi sampel dalam
penelitian ini padatahun 2014 hanya berada padalevel 1. Hal ini tentu sgja
berakibat kurang beragamnya variabel tingkat kapabilitas APIP.

3. Banyak pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian ini kurang
memperhatikan pengangkatan jabatan fungsional APIP. Sehingga banyak
pegawai Inspektorat Daerah yang bukan termasuk pejabat fungsional APIP
yang juga melakukan fungsi dan peran APIP tetapi dianggap tidak ada dalam
penelitian ini. Hal ini tentu sangat mempengaruhi hasil penelitian karena
jumlah orang yang melakukan fungsi APIP di pemerintah daerah menjadi

tidak sama dengan jumlah APIP pemerintah daerah dalam penelitianini.



5.3 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktik disektor pemerintahan
mengenai bagaimana pemeritah meningkatkan kinerjanya yang dapat terukur dari
hasil evaluasi implementasi SAKIP. Salah satu cara yang efektif bagi pemerintah
untuk meningkatkan nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP-nya adalah dengan
meningkatkan kualitas APIP. Peran APIP sebagai konsultan, katalis dan pemberi
jasajaminan kualitas (quality assurance) bertujuan untuk meyakinkan bahwa
Kinerja pemerintah yang dijalankan telah menghasilkan keluaran (output) dan
hasil (outcome) yang dapat memenuhi kebutuhan principals (masyarakat). Hal ini
jugasesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan tugas kepada APIP
selaku auditor internal pemerintah untuk melakukan pembinaan implementas

SAKIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

5.4 Saran

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang ditemukan, untuk penelitian selanjutnya

peneliti memberikan saran-saran berikut :

1. Untuk penditian sgenis hendaknya mengambil periode waktu yang
lebih panjang dan obyek penelitian yang lebih luas, meliputi seluruh
kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini
dimaksudkan agar diperoleh hasil penelitian yang secara empiris dapat

digeneralisasi.



2. Variabel penelitian hendaknya bisa dikembangkan kembali, hal ini
dikarenakan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja APIP
dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai pembina dan pengawas
Kinerja pemerintah daerah.

3. Daam melakukan pengukuran kualitas kinerja pemerintah selain hasil
evaluasi implementas SAKIP yang dilakukan olen Kementerian PAN dan
RB pendliti selanjutnya hendaknya juga memperhatikan pengukuran kinerja
pemerintah yang dilakukan oleh lembaga lain. Pengukuraan kualitas kinerja
pemerintah tersebut juga dapat dilihat dari hasil evaluasi Laporan
Penyel enggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh Kementerian Dalam
Negeri, hasil evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh
BPK RI dan evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintah lainnya baik itu
yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

4. Ingpektorat selaku lembaga yang menaungi APIP, hendaknya lebih
memperhatikan pengangkatan pegawainya ke dalam jabatan fungsional. Hal
ini dimaksudkan agar APIP selaku pembina dan pengawas kinerja
pemerintah memiliki standar kualitas profesi yang memadai. Hal ini menjadi
penting mengingat perkembangan jasa yang diharapkan dapat diberikan oleh
APIP sebagai auditor internal pemerintah mengalami peningkatan yang luar
biasa. Peran sebagai watch dog yang selamaini menjadi ciri khas unit
pengawasan interna telah mengalami pergeseran dan perluasan menjadi
konsultan, katalis bahkan penjaga kualitas (quality assurance) bagi

organisas sektor publik.



5. BPKP selaku lembaga yang berwenang dalam proses assestment tingkat
kapabilitas APIP hendaknya memperbaiki proses assestment tersebut baik
itu dari kualitas ataupun dari kuantitas lembaga yang di assestment. Hal ini
dikarenakan pentingnya assestment bagi APIP. Assestment diharapkan dapat
dijadikan arah bagi pimpinan APIP dalam upaya peningkatan kapabilitasnya.

6. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Anggaran Belanja Langsung APIP
tidak berpengaruh siginifikan padaimplementasi SAKIP. Hal ini
menandakan adanya ketidakefisienan, ketidakefektifan atau bahkan ada
penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran belanjalangsung APIP. Oleh
karenaitu hendaknya inspektorat dapat |ebih meningkatkan akuntabilitas
khususnya dalam pengel olaan anggaran belanjanya.

7. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini menginformasikan bahwa APIP
memiliki peran dalam meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas
kinerja. Sebagai auditor internal seyogyanya APIP menjadi tangan kanan
bagi pimpinan daerah dalam mewujudkan visi dan misinya. Oleh karenanya
pemerintah daerah harus |ebih memperhatikan kualitas APIP. Peningkatan
kualitas APIP dapat diberikan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas
SDM APIP serta peningkatan kapabilitas, kemampuan dan kewenangan
APIP. Dengan hal tersebut peran dan layanan yang diharapkan dari APIP

sebagai agen perubahan bagi organisasinya dapat terwujud.
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